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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip Good Governance dalam pelayanan publik di Kantor Kecamatan Balongpanggang. Penelitian berfokus pada pelayanan publik yang dilihat dari sudut pandang prinsip - prinsip dari Good Governance, yaitu partisipasi, aturan hukum, ketebukaan/transparasi, daya tanggap, berorientasi consensus, berkeadilan, efektivitas dan efesiensi serta bervisi strategis. Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pada penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah pegawai atau karyawan Kantor Kecamatan Balongpanggang dan beberapa perwakilan dari masyarakat Kecamatan Balongpanggang. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik pengamatan langsung (observasi), wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan memperoleh hasil bahwa penerapan prinsip good governance pada pelayanan public di Kantor Kecamatan Balongpanggang
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Abstract
This study aims to find out how the application of Good Governance principles in public services at the Balongpanggang District Office. The research focuses on public services seen from the point of view of the principles of Good Governance, namely participation, rule of law, openness/transparency, responsiveness, consensus-oriented, fairness, effectiveness and efficiency and strategic vision. To achieve the research objectives, researchers use qualitative methods with a descriptive approach. In this study, the subjects of the study were employees or employees of the Balongpanggang Sub-District Office and several representatives from the Balongpanggang Sub-District community. Data collection techniques in this study used direct observation techniques (observation), interviews, and documentation. Based on the results of the research conducted, it was found that the application of good governance principles in public services at the Balongpanggang District Office
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Pendahuluan
Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (clean and good governance) menjadi cita-cita dan harapan setiap bangsa. Konsep “government” menunjukkan pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (negara dan pemerintahan). Konsep “government” melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara tapi juga peran berbagai sector di luar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas (Ganie-Rochman, 2000:141).
Pemerintahan yang baik termasuk dalam agenda reformasi dengan tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, yang meliputi profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi dan partisipasi, efisiensi dan efektivitas, supremasi hukum, dan visi strategis jangka panjang. untuk negara Tjokromidjo dalam Sinambella (2008:134). Salah satu cara penerapan konsep good governance untuk mewujudkan pemerintahan yang baik adalah melalui pembentukan sistem pelayanan publik yang akuntabel. Menurut Mohmad dalam Ismayanti (2021:57), pelayanan publik saat ini mengalami beberapa kekurangan, antara lain kurang responsif, kurang informatif, kurang dapat diakses, kurang terkoordinasi, kurang birokratis, dan kurang mau mendengarkan keluhan, saran, dan aspirasi. masyarakat antara lain. Lebih lanjut, dari sudut kelembagaan, sistem pelayanan publik dilemahkan oleh kenyataan bahwa ia diselenggarakan dengan cara yang tidak secara tegas dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akibatnya, pelayanan yang diberikan dipenuhi dengan birokrasi yang berbelit-belit dan terputus-putus.
Kecamatan Balongpanggang adalah salah satu instansi pemerintah daerah yang fungsional dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang seharusnya lebih berdaya guna dan berhasil guna dengan tetap berusaha memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Untuk itu diperlukan konsep Good Governance untuk keberlangsungan lembaga dalam jangka panjang. Hal ini karena ketika Anda menjalankan sebuah agensi, Anda tidak hanya perlu memberdayakan aspek internal, tetapi juga mampu menyeimbangkan semua aspek internal dan eksternal dengan bertanggung jawab atas semua keputusan dan kebijakan yang dibuat. Tersedianya layanan yang berkualitas tinggi akan menghasilkan kepuasan pengguna atau penerima layanan, yang akan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Kualitas pelayanan publik, sebagai wujud penerapan good governance, merupakan salah satu pendekatan untuk mengatasi segala aktivitas illegal di sektor publik. Akibatnya, pertimbangan ekstra harus diberikan pada layanan yang ditawarkan oleh organisasi pemerintah. Pada umumnya manusia membutuhkan pelayanan publik, dan dapat disimpulkan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, pelayanan publik menjadi topik yang penting untuk diteliti. Ini adalah topik yang sulit untuk membahas kondisi pelayanan publik Indonesia saat ini karena kompleksitasnya.
Menurut temuan awal yang dilakukan peneliti di Kecamatan Balongpanggang, ketika masyarakat ingin mengajukan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Masih banyak masyarakat yang binggung terhadap persyaratan yang di untuk pengajuan KIS. Sehingga banyak masyarakat yang harus kembali beberapa kali ke kecamatan untuk memenuhi persyaratan pengajuan KIS.Selain itu, terdapat pula beberapa tambahan penyelenggaraan pelayanan publik yang


kurang lancar. Sejauh menyangkut daya tanggap, idenya masih kurang bagus. Ambil contoh, ketika publik menuntut birokrasi diakui sebagai proses berbelit-belit yang memakan waktu lama, dan akibatnya, publik mengajukan keberatan atas birokrasi yang tidak efektif dan tidak efisien.
Dari paparan diatas, penulis tertarik meneliti lebih lanjut mengenai penerapan prinsip good govenance di Kantor Kecamatan Balongpanggang dengan harapan dapat mengidetifikasi serta menganalisis penerapan prinsip tersebut dengan judul penelitian “Analisis Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Balongpanggang

Metode Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Melalui pendekatan ini diharapkan peneliti dapat menghasilkan data yang deskriptif guna mengungkapkan sebab dan proses terjadinya suatu peristiwa.
Fokus penelitian dalam penelitian ini Khususnya dilihat dari dimensi Prinsip Good Governance yang terdiri dari 8 sub dimensi. Penelitian ini ditujukan untuk membahas Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan. Lokasi penelitian merupakan tempat dimana objek penelitian bisa ditemukan. Lokasi dalam penelitian ini yakni di Kantor Kecematan Balongpanggang Kabupaten Gresik.
Subyek Penelitian ini adalah Penentuan informan dalam penelitian kualitatif, hal ini karena banyak informasi yang harus diperoleh dari pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah penelitian. Informan kunci yang dipilih merupakan pihak yang dianggap paling mengetahui dan memahami tentang permasalahan dalam penelitian ini yaitu :
· Pemerintah Desa dan Bumdes yang berperan sebagai Aktor Publik dalam penentuan informan ini.
· Masyarakat yang Kecamatan Balongpanggang

Hasil dan Pembahasan
Sebagai salah satu negara yang tergolong ke dalam negara yang masih berkembang, Indonesia merupakan salah satu negara yang mendambakan wujud nyata dari Good Governance. Adapun wujud good governance yang dimaksud merupakan sebuah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dengan penjagaan sinergi interaksi yang terbangun dianara domaindomain negara, sector swasta dan masyarakat (Dwi Lestari, 2019). Namun, kepentingan politik, KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) serta peradilan yang tidak adil pada keadaan-keadaan saat ini menunjukkan bahwa hal tersebut masih sulit digapai agar sesuai harapan (Danil, 2021). Kepentingan politik, bekerja diluar wewenang kurangnya integritas adalah beberapa masalah yang membuat pemerintahan yang baik masih belum bisa tercapai untuk mencapai good governance dalam tata pemerintahan (Iswanto, 2015).


Ciri - Ciri Good Governance
a. Menurut (Ida, 2012), good governance memiliki kualitas dan karakteristik sebagai berikut.
b. Melaksanakan interaksi yang baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat terutama dalam struktur kehidupan sosial, politik dan sosial ekonomi.
c. Adanya jaringan dari berbagai sistem (pemerintah, swasta dan masyarakat) yang memudahkan komunikasi, sinergi dan menghasilkan output yang berkualitas.
d. Adanya proses pemberdayaan diri (proses keputusasaan diri), upaya membangun pemerintahan (swasembada) untuk mengatasi kekacauan lingkungan dan dinamika sosial yang tinggi.
e. Menyeimbangkan kekuatan menciptakan dinamisme, kesatuan dalam kompleksitas, harmoni dan kerjasama untuk pembangunan berkelanjutan. f. Menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta dan masyarakat melalui kemandirian yaitu koordinasi dan fasilitasi.

Manfaat Good Governance
Penyelenggaraan good governance memiliki peran dan kepentingan yang besar dalam membawa perubahan positif bagi pemerintah daerah, pemerintah pusat dan masyarakat pada umumnya. Menurut (Single, 2012), beberapa manfaat dapat dicapai dengan mempraktikkan tata kelola yang baik :
1. Minimalkan biaya agensi yang timbul karena otorisasi. Biaya tersebut dapat berupa kerugian karena pemerintah menggunakan sumber daya yang ada untuk keuntungan pribadi sehingga menimbulkan kerugian.
2. Meningkatkan kinerja pemerintahan Pemerintahan yang berjalan dengan baik dalam keadaan sehat menarik simpati masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan.
3. Membangun citra negara Citra negara merupakan faktor penting yang erat kaitannya dengan kinerja dan eksistensi negara di mata masyarakat dan lingkungannya. Manfaat mengenalkan good governance tentunya sangat efektif bagi pemerintah, dimana manfaat good governance menunjang pertumbuhannya pada pemerintahan saat ini tidak hanya sekarang tetapi juga dalam jangka panjang. Selain untuk meningkatkan citra negara di mata masyarakat, peningkatan ekonomi negara untuk mengatasi permasalahan negara yang ada tentunya menjadi nilai tambah.


Maka prinsip-prinsip good governance hendaknya ditegakkan atau diterapkan dalam berbagai institusi pemerintahan (Andi Nimah Sulfiani, 2021). Ada beberapa pendapat mengenai prinsip-prinsip good governance menurut United Nation Development Programme (UNDP) dalam mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip-prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, meliputi (Kusnadi & Sos, 2022) :

1. Partisipasi
2. Aturan Hukum
3. Keterbukaan/Transparansi
4. Daya tanggap
5. Berorientasi consensus
6. Berkeadilan
7. Efektivitas dan Efesiensi
8. Bervisi Strategis.

Dari delapan indikator mengenai konsep-konsep good governance diatas, penulis hanya menggunakan tiga (3) indikator sebagai dasar untuk melihat bagaimana pelaksanaan konsep- konsep good governance dalam Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Balongpanggang, yaitu:

1. Tanggung Jawab
Guna tercapainya sebuah tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui surat media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik sebagai bentuk kewajiban atas pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi merupakan definisi mendasar dari tanggung jawab atau akuntabilitas. Indikator ini mencakup bagaimana upaya atau suatu kewajiban bagi para aparatur pemerintah dalam mempertanggungjawabkan suatu masalah yang bersangkutan dengan suatu pelayanan bagi masyarakat (Mustafa, 2016), diantaranya ialah bagaimana suatu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pihak Kantor Kecamatan di Balongpanngang sehingga kedepannya mampu menerapkan kualitas pelayanan yang baik yang mengacu kepada prinsip good governance yaitu tanggung jawab salah satunya mengenai kurangnya penyuluhan dari Pemerintah kepada masyarakat khususnya Masyarakat lansia untuk terdaftar sebagai peserta dari KIS di Kecamatan Balongpanggang.
Hal ini diperkuat dari hasil observasi langsung yang dilakukan penulis serta hasil wawancara dengan beberapa informan. Guna membuktikan analisis yang dilakukan, penulis melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber yaitu warga yang belum terdaftar sebagai peserta KIS. Sebagian besar dari mereka, memberi pernyataan bahwa alasan mereka belum bergabung dan menjadi peserta KIS adalah karena kurangnya penyuluhan kepada mereka serta kurangnya informasi yang mereka terima mengenai persyaratan menjadi peserta resmi KIS. Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka


dapat ditarik kesimpulan bahwa Sebagian besar masyarakat belum tergabung sebagai peserta KIS bukan karena ketidakmauan mereka untuk bergabung, tetapi lebih kepada ketidaktahuan mereka akan prosedur yang mereka hadapi agar dapat menjadi salah satu peserta KIS. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah sebagai penyuluh sangat diperlukan dalam kondisi ini. Memberikan penyuluhan dan menyediakan wadah bagi masyrakat untuk mendaftarkan diri mereka, menjadi salah satu solusi yang ditawarkan penulis dalam mengatasi kondisi ini.

2. Keterbukaan
Guna terselenggaranya pemerintahan yang baik, terdapat sebuah aspek mendasar yaitu Keterbukaan (Rantepasang et al., 2017), dimana tata pemerintahan memiliki keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi setiap lapisan masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaran pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya. Indikator tersebut mencakup bagaimana pemerintah dapat bersifat transparan terhadap masyarakat (Arindhawati & Utami, 2020). Dalam hal ini, bagaimana pihak atau instansi dari Kantor Kecamatan Balongpanggang bersifat transparansi terhadap pesertanya mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan pelayanan administrasi atau dana (baik itu pelayanan administrasi untuk berobat dan semacamnya) agar tidak adanya suatu kesalapahaman bagi peserta atau masyarakat yang bersangkutan.
Dalam rangka mengetahui bagaimana keterbukaan/transparansi dana yang dikeluarkan oleh pihak Kantor Kecamatan Balongpanggang, penulis melakukan wawancara dengan Masyarakat setempat di Kecamatan Balongpanggang yang mengatakan bahwa selama ini dirasakan pelayanan publik sudah bagus, mulai dari urusan administrasinya sampai dengan pelayanan pegawai yang kerja di Kantor Kecamatan. Jawaban yang hampir sama juga diperoleh dari narasumber kedua, dimana narasumber tersebut dengan adanya pelayanan publik di Kantor Kecamatan Balongpanggang, kesadaran warga untuk memanfaatkan pelayanan yang ada semakin meningkat karena kemudahan yang diberikan oleh Kantor Kecamatan dalam urusan administrasi. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan dua Masyarakat Kecamatan Balongpanggang, maka dapat di simpulkan bahwa keterbukaan/transparansi mengenai suatu pelayanan yang ada di Kantor Kecamatan Balongpanggang itu sudah berjalan baik dan lancar, namun tetap perlu ditingkatkan sehingga peserta atau masyarakat yang bersangkutan bisa memahami hal-hal atau aturan-aturan yang dikeluarkan dari pihak Kantor Kecamatan Balongpanggang.

3. Aturan Tertulis (Hukum)
Kepastian hukum serta keadilan bagi setiap lapisan masyarakat atas kebijakan- kebijakan public sebagai bentuk jaminan yang diberikan oleh Pemerintah dapat disebut sebagai Aturan tertulis (hukum) (Wibawa & Putri, 2021). Menjamin supremasi hukum membutuhkan penerapan sistem hukum yang adil dan merata,


termasuk hukum hak asasi manusia. Hal ini telah berhasil dilakukan di Kantor Kecamatan Balongpanggang beserta faktor-faktor lain yang mendukung pelaksanaannya. Faktor pendukung hukum di Kecamatan Balongpanggang :

I. Dukungan dari pemerintah federal dan Kongres
II. Kerjasama yang baik antara pemerintah daerah (pengawas) pemerintah daerah, otoritas terkait, termasuk kepolisian, dan pertukaran korespondensi antara organisasi, lembaga swadaya masyarakat dan anggota masyarakat lainnya.
III. Ketersediaan upaya hukum dan hukuman yang tepat.



Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan konsep-konsep good governance dalam pelayanan publik di Kantor Kecamatan Balongpanggang, dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator yang sudah di jelaskan sebelumnya, yaitu :

1. Tanggung jawab yang diberikan berdasarkan pelayanan Kantor Kecamatan Balongpangang, dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik.
2. Mengenai keterbukaan, dilempar kembali kepada masyarakat yang bersangkutan agar bisa mendapatkan pelayanan secara langsung di Kantor Kecamatan Balongpanggang apabila memiliki atau mengalami hal yang dirasa tidak baik atau menyatakan keluhankeluhan serta dibebaskan untuk memberikan masukan/tanggapan terhadap kinerja dari pihak Kantor Kecamatan.
3. Guna memberikan rasa nyaman, adil sehingga tercapai kesejahteraan yang merata kepada masyarakat maka salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah adalah memberikan kepastian secara tertulis (kepastian hukum) sehingga masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka sebagai anggota masyarakt sekaligus warga negara.
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